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ABSTRAK 
MUHAMMAD FAZLURRAHMAN KOMARDIN (B11113067), Tinjauan 
Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Penyedia Jasa Layanan Digital Melalui 
Internet yang Bertindak sebagai Internet Intermediary di Indonesia, di bawah 
bimbingan dan arahan Bapak Winner Sitorus selaku Pembimbing I dan Bapak 
Hasbir Paserangi selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Surat Edaran Menteri 
Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016, dapat 
menjamin kepastian hukum bagi penyedia jasa layanan digital melalui internet yang 
bertindak sebagai Internet Intermediary di Indonesia dan langkah-langkah hukum 
atau penyelesaian sengketa yang diambil jika terjadi permasalahan menyangkut 
tanggung jawab dari penyedia jasa layanan digital melalui internet yang bertindak 
sebagai Internet Intermediary. 
Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode pengumpulan bahan 
hukum studi kepustakaan (literature research) yaitu literatur, dokumen-dokumen 
serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan terkait. 
Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara normatif dengan maksud 
mengolah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder agar mejadi sebuah 
karya ilmiah/skripsi yang terpadu dan sistematis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Surat Edaran Menteri Komunikasi 
dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tidak dapat melindungi hak 
dan menjamin kepastian hukum bagi Internet Intermediary dari kesalahan dan/atau 
kelalaian yang dilakukan oleh pengguna Platform sesuai dengan yang terdapat 
dalam Bagian (C) Angka (2) Huruf (b) karena sifatnya hanya sebagai peraturan 
kebijakan yang tidak mengikat umum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap. 
Sehingga, Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tidak berlaku 
secara maksimal bagi para penyedia Platform dan/atau Internet Intermediary; (2) 
Penyelesaian Sengketa Perdata atas Hak Cipta melalui Internet Intermediary, sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku diselesaikan melalui 3 cara 
yaitu: mediasi, arbitrase dan peradilan oleh Pengadilan Niaga.  
Kata kunci: Internet Intermediary, Hak Kekayaan Intelektual, Surat Edaran. 
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ABSTRAK 
MUHAMMAD FAZLURRAHMAN KOMARDIN (B11113067), Tinjauan 
Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Penyedia Jasa Layanan Digital Melalui 
Internet yang Bertindak sebagai Internet Intermediary di Indonesia, di 
bawah bimbingan dan arahan Bapak Winner Sitorus selaku Pembimbing I dan 
Bapak Hasbir Paserangi selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Surat Edaran Menteri 
Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016, dapat 
menjamin kepastian hukum bagi penyedia jasa layanan digital melalui internet 
yang bertindak sebagai Internet Intermediary di Indonesia dan langkah-langkah 
hukum atau penyelesaian sengketa yang diambil jika terjadi permasalahan 
menyangkut tanggung jawab dari penyedia jasa layanan digital melalui internet 
yang bertindak sebagai Internet Intermediary. 
Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode pengumpulan bahan 
hukum studi kepustakaan (literature research) yaitu literatur, dokumen-dokumen 
serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan 
terkait. Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara normatif 
dengan maksud mengolah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 
agar mejadi sebuah karya ilmiah/skripsi yang terpadu dan sistematis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Surat Edaran Menteri 
Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tidak dapat 
melindungi hak dan menjamin kepastian hukum bagi Internet Intermediary dari 
kesalahan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pengguna Platform sesuai 
dengan yang terdapat dalam Bagian (C) Angka (2) Huruf (b) karena sifatnya 
hanya sebagai peraturan kebijakan yang tidak mengikat umum dan tidak memiliki 
kekuatan hukum yang tetap. Sehingga, Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1999 tidak berlaku secara maksimal bagi para penyedia Platform 
dan/atau Internet Intermediary. Pemerintah perlu membentuk suatu Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang ataupun merevisi Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan 
memasukkan materi muatan ataupun substansi mengenai Batasan dan 
Tanggung Jawab Penyedia Platform sesuai dengan yang ada pada Surat Edaran 
tersebut; (2) Penyelesaian Sengketa Perdata atas Hak Cipta melalui Internet 
Intermediary, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku 
diselesaikan melalui 3 cara yaitu: mediasi, arbitrase dan peradilan oleh 
Pengadilan Niaga. Pemerintah harus memperkuat pengawasan HKI melalui 
jaringan Internet. Selama belum terbentuknya aturan atau instrumen hukum yang 
jelas dan berkekuatan hukum lebih kuat, pelaku usaha yang bergerak di bidang 
Internet Intermediary, Penyedia Platform, Merchant perdagangan melalui sistem 
Elektronik (Electronic Commerce) yang berbentuk User Generated Content harus 
berhati-hati dalam menghimpun informasi yang diperoleh dari pengguna serta 
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memberikan kualifikasi yang lebih ketat dalam hal persyaratan untuk dijadikan 
sebagai output jasanya. 




MUHAMMAD FAZLURRAHMAN KOMARDIN (B11113067), Juridical 
Review of  The Responsibilities of Digital Service Provider Via Internet Who 
Act as Internet Intermediary in Indonesia, under guidance and direction by  
Mr. Winner Sitorus as The First Adviser and Mr. Hasbir Paserangi as The 
Second Adviser. (boleh juga diganti Mr. Winner Sitorus as The First Adviser and 
the second one is Mr. Hasbir Paserangi.) 
This study aims to find out whether the Circular Minister of 
Communication and Informatics republic of Indonesia No. 5 of 2016, that can 
ensure the legal certainty for digital service provider via internet who act as 
Internet Intermediary in indonesia and the legal measures or dispute resolution 
taken if there is a problem with the responsibilities of digital service provider via 
internet who act as Internet Intermediary.  
In this study the author use the literature research method which is 
literature, documents and legislation which is relevant with the related cases. 
Futhermore, the legal material obtained were analyzed normatively with the intent 
to cultivate the primary sources and secondary sources in order to be a 
scientific/thesis works that integrated and systematic. 
The result showed that : (1) The Circular Letter Minister of 
Communication and Informatics Republic of Indonesia No. 5 of 2016, can not 
protect the rights and ensure the legal certainty for internet intermediary from the 
mistake and/or omissions which is done by platform users in accordance with 
those contained in section (C) Figure (2) Letters (b) because it’s just a policy 
regulation which is not publicly binding and has no permanent legal force. So 
that, in Article 6 Clause (2) Law No. 8 of 1999 not applicable to the platform 
provider and/or internet intermediary. The goverment needs to establish a 
Government Regulation in Lieu of Law or revise the law No. 19 of 2016 about the 
Information and Electronic Transaction by including content or substance 
concerning the Limitation and Responsibilities of Platform Providers in 
accordance with the Circular Letter; (2) Settlement of Civil Dispute over Copyright 
through Internet Intermediary, in accordance with applicable legislation is solved 
with 3 ways: mediation, arbitration and justice by the Commercial Court. The 
Governments should strengthen the supervision of IPR (Intellectual Property 
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Right) through the Internet network. As long as there is no clearer and stronger 
legal or legal instrument, the business actors engaged in Internet Intermediary, 
Platform Provider, merchant trades through the Electronic System (Electronic 
Commerce) which is user generated content in the form of User Generated 
Content must be careful in collecting the information from the user as well as 
providing more stringent qualifications in terms of requirements to serve as the 
output of his services. berhati-hati dalam menghimpun informasi yang diperoleh 
dari pengguna serta memberikan kualifikasi yang lebih ketat dalam hal 
persyaratan untuk dijadikan sebagai output jasanya. 
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A. Latar Belakang Masalah  
Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini, dapat dengan 
jelas dirasakan oleh penduduk dunia dan masyarakat Indonesia pada 
khususnya. Kemudahan dan manfaat yang ditawarkan merambah hingga 
ke sektor perekonomian sehingga banyak pelaku usaha yang beralih 
untuk menjajahkan barang dagangannya di dunia maya dibandingkan di 
dunia nyata itu sendiri. Proses tersebut dikenal dengan istilah 
Perdagangan Elektronik atau Electronic Commerce (E-Commerce). 
Sebenarnya, E-Commerce sudah dikenal sejak awal tahun 2000-an akan 
tetapi perkembangannya baru dirasakan secara masif pada tahun 2010 
dan berlanjut hingga saat ini.  
Mengingat bahwa Indonesia sebagai Negara kepulauan yang sangat 
luas, e-commerce adalah pasar yang berpotensi tumbuh sangat besar di 
Indonesia di masa mendatang. Hal ini senada dengan yang disampaikan 
oleh menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Rudiantara 
bahwa, bukan tidak mungkin nantinya industri e-commerce dapat menjadi 
salah satu tulang punggung perekonomian nasional. 
Pertumbuhan pesat pangsa pasar e-commerce di Indonesia 
memang sudah tidak bisa diragukan lagi. Dengan jumlah pengguna 




penduduk di Indonesia, pasar e-commerce menjadi tambang emas yang 
sangat menggoda bagi sebagian orang yang bisa melihat potensi ke 
depannya.1 Pertumbuhan ini didukung dengan data dari Menkominfo yang 
menyebutkan bahwa nilai transaksi e-commerce pada tahun 2013 
mencapai angka Rp130 triliun. Tentulah nilai sebesar ini sangat 
menggoda bagi sebagian investor, baik dalam maupun luar negeri. 
Beberapa VC (Venture Capital),2 besar seperti Rocket Internet, 
CyberAgent, East Ventures, dan IdeoSource bahkan sudah menanamkan 
modal ke perusahaan e-commerce yang berbasis di Indonesia. Sebut saja 
beberapa di antaranya adalah raksasa Lazada dan Zalora, Berrybenka, 
Tokopedia, Bilna, Saqina, VIP Plaza, Ralali dan masih banyak lagi. 
Mereka adalah sebagian contoh dari perusahaan e-commerce yang 
sukses dan berhasil dalam memanfaatkan peluang pasar e-commerce di 
Indonesia yang sedang naik daun.  
Di tengah hingar bingar dari maraknya e-commerce, lahirlah 
perantara yang berbasis Internet yang dikenal dengan sebutan Internet 
Intermediary atau Electronic Intermediary (E-Intermediary). E-Intermediary 
merupakan sebuah platform (aplikasi atau website) yang memfasilitasi 
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 Rhein Mahatma, 2016, Data Statistik Mengenai Pertumbuhan Pangsa Pasar E-
Commerce di Indonesia  Saat Ini, https://buattokoonline.id/data-statistik-mengenai-pertumbuhan-
pangsa-pasar-e-commerce-di-indonesia-saat-ini, Di Akses Pada Tanggal 08 Februari 2017 Pukul 
15.25 WITA. 
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 Venture Capital atau disingkat VC adalah pendanaan yang disediakan untuk 
perusahaan-perusahaan muda (early stage), perusahaan yang baru tumbuh dan baru mulai. VC 
menghasilkan uang dari kepemilikan saham perusahaan yang di investasikannya. Investasi dari VC 
terjadi setelah adanya pembiayaan awal/ pembiyaan benih (seed funding) telah tumbuh dan 
pengusaha telah mampu merubah perusahaannya menjadi perusahaan yang siap menghasilkan 




komunikasi atau interaksi yang dilakukan antar pengguna melalui internet. 
Sebagian besar dari konten platform tersebut berasal dari penggunanya 
(user) atau lebih dikenal sebagai User Generated Content (UCG). Dalam 
artian yang luas, E-Intermediary dapat mencakup sebuah perusahaan 
yang menyediakan jasa Internet Service Providers (ISP) yang memberi 
jalan kepada pengguna untuk mengakses internet. E-Intermediary 
dirasakan sangat berperan penting dalam transaksi jual beli melalui dunia 
nyata karena mengambil peran sebagai penyalur informasi kepada 
pengguna Internet secara langsung dan up to date. Kesempatan tersebut 
dimanfaatkan beberapa pihak dan menjadikannya sebagai peluang usaha 
yang kemudian memberikan kemudahan kepada pengguna jasa layanan 
tersebut. 
Cara kerjanya pun sederhana, para pengguna jasa layanan tersebut 
cukup memberikan beberapa informasi terkait barang/jasa yang ingin 
disampaikan kepada pengguna internet secara luas kemudian rangkuman 
informasi tersebut digunakan oleh penyedia jasa layanan untuk dikemas 
sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah iklan yang singkat dan efektif. 
Perkembangan tersebut terganjal beberapa masalah. Kemajuan 
yang semakin pesat selain membuka peluang usaha, dapat juga 
memperlebar peluang terjadinya hal-hal yang dapat merugikan pihak-
pihak terkait tak terkecuali para pelaku usaha dalam bidang E-
Intermediary. Sebagian informasi yang berasal dari pengguna jasa 




oleh penyedia jasa layanan E-Intermediary mengingat penyedia jasa 
hanya sebagai penyalur informasi. Sehingga, jika kita mengambil 
perspektif hukum hak cipta, penyedia jasa yang bertindak sebagi E-
Intermediary sangatlah rentan terhadap risiko sanksi pidana maupun 
perdata itu sendiri dengan pelanggaran hak cipta yang justru dilakukan 
oleh penggunanya. Salah satunya bisa kita lihat dalam rumusan Pasal 10 
UU Hak Cipta yang berbunyi:3  
“Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan 
penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran 
Hak Cipta dan/atau Hak terkait di tempat perdagangan yang 
dikelolanya”. 
Kemudian, Pasal 114 UU Hak Cipta mengatur:4 
“Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam 
segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui 
membiarkan penjualan dan/atau pengandaan barang hasil 
pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak terkait di tempat 
perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10, dipidana denda paling banyak 
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. 
Walaupun aturan tersebut pada dasarnya menyasar pusat-pusat 
perbelanjaan yang membiarkan praktik pelanggaran-pelanggaran hak 
cipta didalamnya, akan tetapi karena ketiadaan batasan atau dengan kata 
lain pemaknaan mengenai “tempat perdagangan” di dalam UU Hak Cipta, 
bisa sangat luas sehingga mencakup yang namanya tempat perdagangan 
online seperti market place dan e-commerce. Sehingga, aturan ini menjadi 
berlaku kepada penyedia layanan yang bertindak sebagai E-Intermediary. 
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Di samping itu, E-intermediary juga bisa dianggap bertanggung 
jawab sebagai pihak yang ikut membantu dalam melakukan pelanggaran-
pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh penggunanya berdasarkan 
Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Alasannya adalah karena 
platform yang dioperasikan oleh penyedia jasa telah memungkinkan 
terjadinya tindakan pelanggaran hak cipta tersebut. Akibatnya, potensi 
tanggung jawab hukum penyedia jasa menjadi semakin luas, tidak hanya 
sebatas Pasal 10 UU Hak Cipta, tapi juga pelanggaran-pelanggaran hak 
cipta yang lain. Padahal, E-Intermediary hanyalah sebagai perantara yang 
dimana hanya menyederhanakan informasi yang diberikan kepada 
pengguna.  
Hal ini kemudian disadari oleh pemerintah dalam hal ini Menteri 
Komunikasi dan Informatika dengan mengeluarkan Surat Edaran Menteri 
Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang 
(Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic 
Commerce) Yang Berbentuk User Generated Content, yang telah 
ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016. Karena realitas yang terjadi 
saat ini, pihak yang merasa dirugikan dalam hal pelanggaran Hak Cipta 
turut menyertakan E-Intermediary sebagai pihak yang juga merugikannya, 
sementara informasi tersebut nyatanya berasal dari Pengguna E-
Intermediary itu sendiri. Seharusnya, dengan adanya Surat Edaran 




dirugikan tidak mengikut sertakan E-Intermediary akan tetapi langsung 
kepada Pengguna E-Intermediary karena hubungan tanggung jawab yang 
timbul atas perbuatan hukum tersebut adalah antara pihak yang dirugikan 
dengan pihak Pengguna E-Intermediary. Sementara, Pihak E-
Intermediary hanya memiliki tanggung jawab atas kesepakatan yang 
timbul antara pihaknya dengan Pengguna jasa layanan E-Intermediary. 
Namun, hal tersebut justru menimbulkan sebuah isu hukum bahwa 
apakah surat edaran terhadap tanggung jawab tersebut cukup untuk 
melindungi pelaku usaha dalam hal ini penyedia jasa layanan digital yang 
bertindak sebagai E-Intermediary? Mengingat bahwa surat edaran tidak 
dikenal dalam herarki perundang-undangan dan sifatnya hanya mengikat 
kedalam dan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pengguna 














B. Rumusan Masalah 
Dari uraian tersebut, penulis mengambil rumusan masalah sebagai 
berikut: 
1. Apakah Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik 
Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung 
Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan 
Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) Yang Berbentuk 
User Generated Content, dapat menjamin kepastian hukum bagi 
penyedia jasa layanan digital melalui internet yang bertindak sebagai 
Internet Intermediary di Indonesia? 
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa jika terjadi 
permasalahan menyangkut tanggung jawab dari penyedia jasa 
layanan digital melalui internet yang bertindak sebagai Internet 
Intermediary?  
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini ialah: 
1. Untuk mengetahui apakah Surat Edaran Menteri Komunikasi dan 
Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang 
(Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic 
Commerce) Yang Berbentuk User Generated Content, dapat 




melalui internet yang bertindak sebagai Internet Intermediary di 
Indonesia. 
2. Untuk mengetahui langkah-langkah hukum atau penyelesaian 
sengketa yang diambil jika terjadi permasalahan menyangkut 
tanggung jawab dari penyedia jasa layanan digital melalui internet 
yang bertindak sebagai Internet Intermediary. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penulisan ini dibagi dua yaitu: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis bagi 
perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini 
perkembangan dan kemajuan ilmu hukum khususnya hukum 
perdata. 
2. Manfaat Praktis 
a. Diharapkan menjadi salah satu rujukan terhadap masalah 
tanggung jawab penyedia jasa layanan digital melalui internet 
yang bertindak sebagai Internet Intermediary yang dapat 
digunakan dalam penelitian-penelitian selanjutnya. 
b. Diharapkan Menambah wawasan dan pengetahuan bagi 
Mahasiswa secara umum dan penulis secara khusus. 
c. Agar hasil penulisan ini menjadi sumbangsih dalam rangka 
pembinaan hukum nasional dan juga menjadi pertimbangan buat 




E. Keaslian Penelitian 
Berdasarkan hasil pencarian atas penelitian yang telah dilakukan, 
baik di perpustakan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atau pun 
pencarian melalui internet, ada beberapa karya ilmiah ditemukan 
kemiripan-kemiripan yang membahas mengenai Surat Edaran, Hak Cipta, 
Internet Intermediary antara lain : 
1. Icha Satriani. 2015. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung, 
diterbitkan,Universitas Hasanuddin, Makassar. 
Dalam skripsi ini membahas mengenai dasar pembentukan Surat 
Edaran Mahkamah Agung dan untuk mengetahui mekanisme pengujian 
Surat Edaran Mahkamah Agung.  
2. Sri Wahyuni S. 2016. Perlindungan Hukum Internet Service 
Provider Terhadap Penyalahgunaan Sistem Secure Socket Shell 
Oleh Pengguna Layanan Jasa Telekomunikasi, diterbitkan, 
Universitas Hasanuddin, Makassar. 
Dalam skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab pengguna 
jasa layanan jasa telekomunikasi yang telah menggunakan paket data 
milik provider dengan cara melawan hukum menggunakan teknik SSH 
Tunneling dan mengetahui perlindungan hukum bagi provider yang telah 
dirugikan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan 
Undang-Undang Telekomunikasi. 
3. Riska Hanifa Arma. 2016. Perlindungan Hukum Hak Cipta dari 




Agreement dan Pelaksanaannya di Indonesia, diterbitkan, 
Universitas Andalas, Padang. 
Dalam skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum hak 
cipta dari kejahatan pembajakan software komputer menurut TRIPs dan 
pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta 
pembajakan software di Indonesia. 
4. Andi Asriani Tenri Angka. 2017. Tindakan Unlocking Modem 
Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang 
Informasi dan Transaksi Elektronik, diterbitkan, Universitas 
Hasanuddin, Makassar. 
Dalam skripsi ini membahas mengenai pengaturan tindakan 
unlocking modem dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang 
Informasi dan Transaksi Elektronik dan Perlindungan Hukum Pemegang 
Hak Cipta terkait tindakan unlocking modem dalam Undang-Undang Hak 












F. Metode Penelitian 
1. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 
tipe penelitian hukum normatif yaitu pendekatan yang dilakukan 
berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, 
konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan 
yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hal ini, pemberlakuan 
Undang-Undang Hak Cipta terhadap penyedia jasa layanan digital 
(Internet Intermediary) yang menimbulkan ketidakpastian hukum akan 
pembatasan tanggung jawab dari pelanggaran hak cipta di Internet. 
2. Metode Pendekatan 
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode 
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
undang-undang (statue approach) yaitu dengan menelaah dan mengkaji 
beberapa undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum dan 
pendekatan studi kasus (study case approach) yaitu menelaah dan 
mengkaji kasus yang terjadi di masyarakat terkait tanggung jawab 
penyedia jasa layanan digital (Internet Intermediary) akan pelanggaran 








3. Bahan Hukum 
Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini dibagi ke 
dalam tiga jenis, yaitu: 
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat kedalam 
dan diperoleh secara langsung dari beberapa peraturan perundang-
undangan dan lainnya yang terdiri dari: 
a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen; 
b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik; 
c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; 
d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; 
e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik; 
f. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaran Sistem dan Transaksi Elektronik; 
g. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik 
Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan 
Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) 
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) 




2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum tambahan yang 
diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa buku-buku, jurnal-
jurnal hukum dan situs-situs resmi tentang hukum yang memiliki 
keterkaitan secara langsung dengan masalah yang sedang diteliti. 
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan 
petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder yang dapat menunjang dalam mengidentifikasi 
dan menganalisis fakta serta isu hukum secara akurat, yaitu segala 
data dan informasi yang terkait dengan teknologi. 
4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum 
Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan agar 
mendapatkan jawaban yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan 
dalam skripsi adalah Literature research (studi kepustakaan), yaitu 
dengan mengumpulkan data sekunder yang telah disebutkan di atas, 
menginventarisasikan dan mengelompokkannya sesuai dengan 
kebutuhan penulis untuk memperoleh data yang diinginkan. 
5. Analisis Bahan Hukum 
Semua bahan hukum yang didapatkan selanjutnya diinventarisasi, 
diklasifikasi dan dianalisis berdasarkan pendekatan perundang-undangan 
dan pendekatan studi kasus untuk memperoleh gambaran yang sistematis 
dan kompeherensif menggunakan metode analisis deskriptif yuridis, yakni 
mendeskripsikan bahan hukum yang diperoleh kemudian diidentifisir 




kemudian ditarik kesimpulan untuk memperoleh preskripsi atau 




















ANALISIS YURIDIS SURAT EDARAN MENTERI KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016 
A. Tinjauan Pustaka 
1. Perlindungan Hukum 
a. Teori Perlindungan Hukum 
Fitzgerald menjelaskan teori pelindungan hukum Salmond bahwa 
hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai 
kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas 
kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat 
dilakukan  dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.5 
Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, 
sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan 
manusia yang perlu diatur dan dilindungi.6 
Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan 
hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum 
yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan 
kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku 
antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan 
pemerintah yang dianggap mewakili kepentingak masyarakat.  
Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan 
pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang 
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lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat 
menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.7 
Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, hukum dapat difungsikan 
untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan 
fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.8 Pendapat Sunaryati 
Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah 
dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh 
keadilan sosial.9 
Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum 
bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan 
represif.10 Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah 
terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-
hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan 
perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya 
sengketa, termasuk penangananya di lembaga peradilan.11  
Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum 
tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan 
antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan 
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 Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 1993, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung: Remaja 
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hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek 
ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk 
ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.12  
Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya  dan 
tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang 
lain, masyarakat maupun penguasa. Sehingga sistem kehidupan dalam 
bermasayarakat dapat berjalan dengan semestinya. 
b. Teori Kepastian Hukum 
Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah 
pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, 
dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus 
dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. 
Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi 
pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam 
hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan 
masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam 
membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu 
dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.13 
 








Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai 
identitas, yaitu sebagai berikut :14 
1. Asas kepastian hukum (rechtmatigheid). Asas ini meninjau dari 
sudut yuridis. 
2. Asas keadilan hukum (gerectigheit). Asas ini meninjau dari sudut  
3. filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua 
orang di depan pengadilan 
4. Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid atau doelmatigheid 
atau utility. 
Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum 
dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada 
kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan 
kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “summum 
ius, summa injuria, summa lex, summa crux”  yang artinya adalah hukum 
yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, 
dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum 
satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah 
keadilan.15 
Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, 
yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu 
mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan 
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kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan 
pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu 
dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh 
Negara terhadap individu.16 
Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik 
yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang 
cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, 
karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan 
aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar 
menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan 
oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum 
yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan 
bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau 
kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.17 
2. Peraturan Perundang-Undangan 
a. Pengertian Perundang-Undangan 
Ilmu hukum (rechtwetenschap) membedakan antara undangundang 
dalam arti materiil dan undang-undang dalam arti formill. Dalam arti 
materiil, undang-undang adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan 
pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau 
mengikat secara umum. Jadi yang dimaksud dengan undang-undang 
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dalam pengertian ini adalah seluruh peraturan perundang-undangan yang 
diakui dalam sistem hukum ketatanegaraan dan tidak hanya berupa 
undang-undang. 
Dalam arti formil, undang-undang adalah keputusan tertulis yang 
dibuat oleh lembaga pembentuk undang-undang, yang bersifat atau 
mengikat secara umum. Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, 
undang-undang dalam arti ini merupakan produk hukum yang dibuat 
bersama Presiden dan DPR. Jadi, yang dimaksud undang-undang dari 
sudut pandang ini berupa undang-undang saja, bukan jenis peraturan 
perundang-undangan lainnya, seperti Peraturan Presiden, Peraturan 
Pemerintah, dan sebagainya.18 
Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang Undangan-undangan, menyebutkan bahwa: 
“Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis 
yang memuat norma hokum yang mengikat secara umum dan 
dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat 
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b. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan 
Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011;20 
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;  
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;  
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang;Peraturan Pemerintah;  
4. Peraturan Presiden;  
5. Peraturan Daerah Provinsi; dan  
6. Peraturan Daera Kabupaten/Kota.  
Sementara dalam Pasal 8 menjelaskan bahwa:21 
(1). Jenis Peraturan Perundang-undangan selain 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) mencakup 
peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan 
Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, 
Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang 
dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas 
perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa 
atau yang setingkat. 
(2). Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh 
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau 
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3. Peraturan Kebijakan 
a. Pengertian Peraturan Kebijakan 
Istilah “peraturan kebijaksanaan” bersumber dari Hukum Administrasi 
Belanda, J.H. Van Kreveld menamakannya “beleidsregel”, 
bestuursregels”, atau “beleidslijnen”. Atau menurut sebutan van der 
Hoeven “pseudo-wetgeving” dan istilah Mannoury “spiegelrecht” istilah-
istilah tersebut dalam kepustakaan Hukum Administrasi Indonesia 
diterjemahkan dengan sebutan : “legislasi semu, peraturan kebijaksanaan 
dan perundang-undangan semu serta peraturan kebijakan”.22 
Di Inggris Raya dikenal dengan sebutan ”administrative rules” di 
samping istilah “policy rules” dan “Administrative Quasi Legislation” 
sedang di Jerman Barat (sebelum bersatu dengan Jerman Timur) pada 
mulanya digunakan istilah “Verwaltungverordungen” sebagai lawan 
“Rechtsverordnungen”. 
Menurut Philipus M.Hadjon peraturan kebijakan pada hakikatnya 
merupakan produk dari tata usaha negara yang bertujuan “naar buiten 
gebracht schricftelijk beleid” yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan 
tertulis. Peraturan kebijakan hanya berfungsi sebagai bagian dari 
operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak 
dapat mengubah atau menyimpangi peraturan perundang-undangan. 
Peraturan ini semacam hukum bayangan dari undaang-undang atau 
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hukum. Peraturan ini diebut pula dengan istilah psudo-wetgeving/ 
perundang-undangan semu atau spigelsrecht (hukum bayangan/cermin).23 
b. Karakteristik Peraturan Kebijakan 
Menurut Laica Marzuki karakteristik peraturan kebijakan ialah :24 
1. Freis Ermessen 
2. Tertulis: surat edaran, surat edaran bersama, pengumuman, juklak, 
dan lain-lain 
3. Bukan bagian dari perundang-undangan 
4. Tidak dapat diajukan ke pengadilan 
Selanjutnya, adapun 3 (tiga) komponen utama dari peraturan 
kebijakan menurut Laica Marzuki, yakni :25 
1) Komponen Subjektum 
Peraturan Kebijakan (beleidsregel) dibuat badan atau pejabat 
tata usaha negara sebagai perwujudan penggunaan freis 
ermessen (discretionary power) dalam bentuk tertulis yang 
diumumkan keluar lalu mengikat keluar. 
2) Komponen Materi 
Isi peraturan kebijakan (beleidsregel) memuat aturan umum 
(algemene regel) tersendiri yang melampaui cakupan kaidah 
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(materalsphara) peraturan perundang-undangan yang dibuatkan 
pengaturan operasional. 
3) Komponen kewenangan (Bavoegheid) 
Badan atau pejabat tata usaha negara yang membuat peraturan 
kebijakan tidak memiliki kewenangan perundang-undangan 
(geen bavoegheid to wetgeving) namun secara tidak langsung 
mengikat kaidah-kaidah “jurisdische regels”. 
Van Kreveld mengemukakan bahwa peraturan kebijakan memiliki 
ciri-ciri sebagai berikut :26 
1. Peraturan itu langsung ataupun tidak langsung, tidak didasarkan 
pada ketentuan undang-undang formal atau UUD yang 
memberikan kewenangan mengatur, dengan kata lain, peraturan itu 
tidak ditemukan dasarnya dalam undang-undang. 
2. Peraturan itu, tidak tertulis dan muncul melalui serangkaian 
keputusan-keputusan instansi pemerintahan dalam melaksanakan 
kewenangan pemerintahan pemerintahan yang bebas terhadap 
warga negara, atau ditetapkan secara tertulis oleh instansi 
pemerintahan tersebut. 
3. Peraturan itu memberikan petunjuk secara umum, dengan kata lain 
tanpa pernyataan dari individu warga negra mengenai bagaimana 
instansi pemerintahan  melaksanakan kewenangan 
pemerintahannya yang bebas terhadap setiap individu warga 
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negara yang berada dalam situasi yang dirumuskan dalam 
peraturan itu. 
Tanda Pengenal utama dari “beleidsregels”, pengaturannya tidak 
secara tegas diperintahkan Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang. 
Dengan kata lain, tidak ada atribusi kewenangan reglementer dari UUD 
dan Undang-Undang kepada pejabat atau badan administrasi negara 
untuk mengeluarkan dan menetapkan “beleidsregel”. Oleh karena itu, Van 
der Hoeven berpandangan bahwa ”beleidsregels” merupakan peraturan 
hukum semu yang tidak memiliki kekuatan hukum yang sah, tetapi dalam 
praktek penyelenggaraan pemerintahan ia diberlakukan dan dipatuhi 
sebagaimana layaknya peraturan hukum yang sah. 
Dalam pengertian yang sama meskipun dengan bentuk pernyataan 
yang berbeda, Markus Lukman juga mengemukakan beberapa ciri 
peraturan kebijakan. Ciri atau tanda pengenal umum peraturan kebijakan 
menurut Markus Lukman adalah sebagai berikut :27 
1. Pembentukannya tidak didasarkan pada ketentuan yang tegas-
tegas diperintahkan Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang. 
2. Pembentukannya dapat tertulis dan tidak tertulis, bersuber pada 
kewenangan bertindak instansi pemerintah atau hanya didasarkan 
pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat 
umum yang memberikan ruang kebijaksanaan kepada pejabat atau 
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badan tata usaha untuk atas inisiatif sendiri mengambil tindakan 
hukum publik yang bersifat mengatur ataupun menetapkan. 
3. Redaksi atau isis peraturan bersifat longgar dan umum tanpa 
menjelaskan kepada warga masyarakat tentang bagaimana 
seharusnya instansi pemerintah melaksanakan kewenangan 
bebasnya terhadap warga masyarakat dalam situasi yang 
ditentukan (dikenal) suatu peraturan. 
Bagir Manan juga mengemukakan 6 (enam) ciri peraturan kebijakan 
sebagai berikut : 28 
1. Peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-
undangan. 
2. Asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan 
perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan 
kebijaksanaan. 
3. Peraturan kebijaksanaan tidak dapat diuji secara wetmatigheid 
karena memang tidak ada dasar peraturan perundang-undangan 
untuk membuat keputusaan peraturan kebijaksanaan. 
4. Peraturan kebijaksanaan dibuat berdasarkan freis ermessen dan 
ketiadaan wewenang administrasi bersangkutan membuat 
peraturan perundang-undangan. 






5. Pengujian terhadap peraturan kebijaksanaan lebih diserahkan pada 
doelmetegheid sehingga batu ujinya adalah asas-asas umum 
pemerintahan yang baik. 
6. Dalam praktik, diberi format berupa berbagai bentuk dan jenis 
aturan, yakni keputusan, instuksi, surat edaran, pengumuman, dan 
lain-lain, bahkan dapat dijumpai dalam bentuk peraturan. 
Sebagaimana yang dikemukakan Van Kreveld syarat yang harus 
dipenuhi peraturan kebijakan, yaitu :29 
a. Tidak dapat bertentang dengan pengaturan dasar yang 
mengandung wewenang diskresioner yang dijabarkannya; 
b. Tidak dapat bertentangan dengan nalar yang sehat; 
c. Harus dipersiapkan dengan cermat, kalau perlu meminta advis 
teknis dari instansi yang berwenang, rembukan dengan para 
pihak yang terkait dan mempertimbangkan alternatif yang ada; 
d. Isi kebijakan harus jelas memuat hak dan kewajiban warga 
masyarakat yang terkena dan ada kepastian tindakan yang 
akan dilakukan oleh isntasi yang bersangkutan (kepastian 
hukum formal). 
e. Pertimbangan tidak harus rinci, asalkan jelas tujuan dan dasar 
pertimbangannya; 
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Harus memenuhi syarat kepastian hukum materiil, artinya hak yang 
diperoleh dari warga yang terkena harus dihormati, kemudian harapan 
yang telah ditimbulkan jangan sampai diingkari. 
c. Bentuk-Bentuk Peraturan Kebijakan 
Menurut Van Wijk, ada dua bentuk utama peraturan kebijakan. 
Pertama, peraturan kebijakan yang dibuat dan berlaku bagi pembuat 
peraturan kebijakan itu sendiri. Kedua, peraturan kebijakan yang dibuat 
dan berlaku bagi badan atau pejabat administrasi yang menjadi bawahan 
pembuat peraturan kebijakan.30 
Pemerintah banyak mengeluarkan kebijaksanaan yang dituangkan 
dalam berbagai bentuk seperti beleidslijnen (garis-garis kebijaksanaan), 
heit beleid (kebijaksanaan), voorschrifen (peraturan-peraturan), resoluties 
(resolusi-resolusi), aanschrijvingen (instruksi-instruksi), beleidnota’s (nota 
kebijaksanaan), reglemen (minstriele) (peraturan-peraturan menteri), 
beschikking (keputusan-keputusan), bekenmakingen (pengumuman-
pengumuman).31 
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Menurut Abdul Razak bahwa suatu peraturan kebijakan memenuhi 
unsur, yaitu:32 
a. Berdasar pada kewenangan 
b. Tidak memiliki delegasi wewenang perundang-undangan yang 
tegas 
c. Seharusnya tidak mengikat umum 
Bilamana ketiga unsur diatas terpenuhi, maka lahir peraturan 
kebijakan yang sempurna (murni), akan tetapi bilamana tidak terpenuhi 
secara keseluruhan maka tetap dipandang sebagai peraturan kebijakan, 
hanya saja wujudnya tidak sempurna (tidak murni) dan dapat pula disebut 
sebagai quasi beleidsregels. Bagaimanapun keduanya baik peraturan 
kebijakan yang sempurna (murni) maupun yang tidak sempurna (tidak 
murnu/quasi beleidsregel), tidak pernah akan disebut sebagai peraturan 
perundang-undangan, melainkan tetap sebagai peraturan kebijakan. 
d. Kekuatan Mengikat Peraturan Kebijakan 
Mengenai kekuatan mengikat dari peraturan kebijakan, diantara 
pakar hukum tidak terdapat kesamaan pendapat. Menurut Bagir Manan, 
peraturan kebijakan sebagai “peraturan” yang bukan peraturan 
perundang-undangan tidak langsung mengikat secara hukum, tetapi 
mengandung relevansi hukum.  Alasannya, karena pembuat peraturan 
kebijakan tidak mempunyai kewenangan perundang-undangan. Peraturan 
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kebijakan pada dasarnya ditujukan kepada administrasi negara sendiri. 
Jadi yang pertama melaksanakan ketentuan yang termuat dalam 
peraturan kebijaksanaan adalah badan atau pejabat administrasi negara. 
Meskipun demikian, ketentuan tersebut secara tidak langsung akan dapat 
mengenai secara umum. 
Indroharto berpendapat bahwa “peraturan kebijaksanaan itu bagi 
masyarakat menimbulkan keterikatan secara tidak langsung”. Selain itu 
menurut Hamid Attamimi, “peraturan kebijaksanaan mengikat secara 
umum, karena masyarakat yang terkena peraturan tidak dapat berbuat 
lain, kecuali mengikutinya”. Selanjutnya menurut Marcus Lukman, 
kekuatan mengikat peraturan kebiajaksanaan ini tergantung jenisnya.33 
4. Internet Intermediary/Electronic Intermediary (E-
Intermediary) 
E-commerce melahirkan pula perantara yang berbasis Internet dan 
dikenal dengan sebutan e-intermediary atau biasa dikenal sebagai 
platform. E-intermediary adalah para anggota saluran distribusi Internet 
yang melakukan salah satu atau dua fungsi berikut:34 
1) Mereka mengumpulkan informasi tentang para penjual dan 
menyajikannya dalam bentuk yang praktis kepada para 
konsumen. 
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2) Mereka membantu menyalurkan produk-produk Internet ke 
konsumen. 
Tiga macam e-intermediary yang terkenal saat ini yaitu penjual 
bersindikat (syndicated seller), agen pembelanjaan (shopping agent), dan 
makelar bisnis-ke-bisnis (business-to-business broker).35 
a. Penjual Bersindikat (Sindicated Seller) 
 
Gambar 2. 1 Contoh banner ad Penjual Bersindikat. 
 
Penjual bersindikat adalah sebuah situs Web yang menawarkan 
hubungan kepada konsumen ke situs-situs Web lain dan atas jasa ini Web 
yang menghubungkan ke Web lain akan mendapatkan komisi. Hubungan 
dibentuk melalui iklan (banner ad) yang dipampangkan dalam halaman 
Web. Konsumen akan dihubungkan ke Web bersangkutan sekiranya 






mengklik gambar iklan tersebut. Sebagai contoh, banyak situs yang 
menayangkan iklan dari toko buku online Amazon.com. 
b. Agen Pembelanjaan (Shopping Agent) 
 
Gambar 2. 2 Contoh web page Agen Pembelanjaan. 
 
Agen pembelanjaan (dikenal dengan sebutan e-agent) merupakan 
suatu situs Web yang membantu para konsumen dengan memberikan 
kemudahan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan konsumen 
dalam rangka membuat keputusan pembelian. Perantara seperti ini 
umumnya tidak memiliki produk. Yang menjadi fokus perantara ini adalah 
menyediakan informasi dari sejumlah situs Web yang lain yang menjual 
produk yang dicari konsumen. Sebagai contoh, PriceSCAN 
(www.pricescan.com) merupakan e-agent terkenal untuk mencari 
informasi tentang komputer dan berbagai produk yang lain beserta harga. 





c. Makelar Bisnis ke Bisnis (Business to Business Broker) 
 
Gambar 2. 3 Contoh web Makelar Bisnis ke Bisnis. 
 
Seperti halnya e-agent, makelar bisnis-ke-bisnis tidak memiliki 
produk. Perantara ini menyediakan sarana komunikasi antar pebisnis. 
Contohnya mifx.com. 
5. Sistem User Generated Content (UGC) 
Sistem User Generated Content (UGC) merupakan sistem yang 
digunakan sebuah platform dimana di dalamnya terdapat berbagai jenis 
content yang dihasilkan oleh pengguna atau user pada platform tersebut. 
Dengan kata lain, sebuah platform bertindak sebagai wadah kemudian di 
dalam wadah tersebut terdapat content. Content tersebut berasal dari 
pengguna (user) dari platform tadi untuk disebarkan demi kepentingan 
dari platform maupun pengguna (user). Content yang dihasilkan beragam, 




Adapun beberapa tipe dari Sistem UGC ini, di antaranya: 
1) Single-user, dimana tipe ini disediakan oleh sebuah platform 
yang kemudian hanya dikelola oleh seorang pengguna (user) 
saja. Contoh dari tipe ini seperti blog. 
2) Multi-user, tipe ini bisa digunakan oleh beberapa user seperti 
media citizen jurnalism (Kompasiana, Forum Liputan6, Forum 
Detik, dll) serta Internet Forum, Wikipedia, dan lain sebagainya. 
3) Micro UGC, konten yang digunakan cenderung lebih pendek dan 
interaksi yang lebih dinamis. Media sosial seperti Facebook dan 
Twitter adalah contoh tipe ini. 
a. Manfaat User Generated Content (UGC) 
Banyak manfaat yang bisa digunakan pada sistem ini. Selain dapat 
menjalankan E-Commerce dengan mudah, kita juga dapat mendapatkan 
sebuah informasi yang up to date karena content ada berasal dari 
pengguna secara langsung. Kemudian, memudahkan kita dapat saling 
berinteraksi langsung dengan penyedia content tersebut. 
b. Kekurangan User Generated Content (UGC) 
Di sisi lain dari berbagai manfaat yang dapat kita jumpai dari sistem 
ini, adapula beberapa kekurangan. Seperti yang diketahu bahwa seluruh 
content itu berasal dari pengguna sehingga dapat membuka celah untuk 
melakukan hal-hal yang dapat merugikan antar penyedia jasa platform 






1. Kedudukan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan 
Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 
sebagai Surat Edaran dalam Sistem Hukum Indonesia 
 
Dalam rangka penyusunan tertib peraturan perundang-undangan, 
perlu dibedakan dengan tegas antara putusan-putusan yang bersifat 
mengatur (regeling) dari putusan-putusan yang bersifat penetapan 
administratif (beschikking). Dalam hal ini pejabat-pejabat tinggi 
pemerintahan yang memegang kedudukan politis memiliki wewenang 
dalam mengeluarkan keputusan-keputusan yang bersifat administratif. 
Akan tetapi, keputusan-keputusan yang bersifat administratif ini tidak 
dapat kita kategorikan sebagai peraturan perundang-undangan begitupula 
dengan surat edaran. 
Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-
Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan dimana Surat Edaran tidak termasuk kedalam salah satunya.  
Sebagai bagian dari produk hukum dalam hal ini termasuk jenis 
peraturan kebijakan yang berbentuk surat edaran, Surat Edaran Menteri 
Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 
tidak memiliki sifat mengikat secara umum dalam artian memiliki kekuatan 
hukum yang jelas. Sehingga Apabila kita kaitkan dengan Sistem Hukum 
Indonesia, maka dapat diurai beberapa Kedudukan surat edaran Menteri 




1. Surat Edaran Menteri Bukan Peraturan Perundang-undangan, hal 
itu dikarenakan Surat Edaran Menteri tidak memuat tentang Norma 
tingkah laku (Larangan, Perintah, Ijin dan pembebasan), 
Kewenangan (Berwenang dan tidak berwenang), dan penetapan. 
2. Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, 
penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang 
dianggap penting dan mendesak. 
3. Surat Edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir 
peraturan Menteri, apalagi Perpres atau PP karena hanya sebagai 
penjelas makna dari peraturan yang ingin diberitahukan. 
4. Surat Edaran mempunyai derajat lebih tinggi dari surat biasa, 
karena surat edaran memuat petunjuk atau penjelasan tentang hal-
hal yang harus dilakukan berdasarkan peraturan yang ada. Surat 
Edaran bersifat pemberitahuan, tidak ada sanksi karena bukan 
norma 
5. Surat Edaran merupakan suatu perintah pejabat tertentu kapada 
bawahannya/orang di bawah binaannya sehingga dapat dikatakan 
hanya mengikat kedalam. 
6. Surat Edaran sering dibuat dalam bentuk Surat Edaran Menteri, 
Surat Edaran tidak mempunyai kekuatan mengikat keluar karena 
pejabat yang menerbitkannya tidak memiliki dasar hukum 




7. Pejabat penerbit Surat Edaran tidak memerlukan dasar hukum 
karena Surat Edaran merupakan suata peraturan kebijakan yang 
diterbitkan semata-mata berdasarkan kewenangan bebas namun 
perlu perhatikan beberapa faktor sebagai dasar pertimbangan 
penerbitannya:  
 Hanya diterbitkan karena keadaan mendesak. 
 Terdapat peraturan terkait yang tidak jelas yang butuh 
ditafsirkan. 
 Substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan. 
 Dapat dipertanggungjawabkan secara moril dengan prinsip-
prinsip pemerintahan yang baik. 
8. Surat Edaran adalah suatu perintah atau penjelasan yang tidak 








2. Efektifitas Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika 
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 dalam Menjamin 
Kepastian Hukum Bagi Internet Intermediary 
 
Hukum merupakan sarana untuk mengatur kehidupan sosial, namun 
hal yang menarik adalah justru hukum tertinggal di belakang objek yang 
diaturnya. Dengan demikian selalu terdapat gejala bahwa antara hukum 
dan perilaku sosial terdapat suatu jarak perbedaan yang mencolok. 
Apabila hal ini terjadi, maka akan timbul ketegangan yang semestinya 
harus segera disesuaikan supaya tidak menimbulkan ketegangan yang 
berkelanjutan, tetapi usaha ke arah ini selalu terlambat dilakukan. 
Semestinya, pada waktu itulah dapat ditunjukkan adanya hubungan yang 
nyata di antara perubahan sosial dan hukum yang mengaturnya, sebab 
perubahan hukum baru akan terjadi apabila sudah bertemunya dua unsur 
pada titik singgung, yaitu adanya suatu keadaan baru dan adanya 
kesadaran akan perlunya perubahan pada masyarakat yang 
bersangkutan.36 
Pada awalnya, dibentuknya Surat Edaran Menteri Komunikasi dan 
Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 memiliki maksud 
untuk memberikan pedoman bagi Penyedia Platform atau Penyelenggara 
Sistem Elektronik dan Pedagang (Merchant) dalam hal batasan dan 
tanggung jawabnya dalam Transaksi Elektronik berupa perdagangan 
melalui sistem elektronik (electronic commerce) berbentuk User 
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Generated Content. Adapun tujuan yang mendasari terbentuknya surat 
edaran tersebut salah satunya untuk menjamin Perlindungan Hukum bagi 
penyedia Platform dan pedagang (merchant), dan Pengguna Platform 
dengan memastikan batasan serta tanggung jawab masing-masing dalam 
melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. Hal tersebut 
dilakukan karena penyedia Platform dinggap sangat rentan dengan 
penyalahgunaan oleh pengguna layanan tersebut atau pemilik akun 
dan/atau pengunggah yang dengan sengaja memasukkan data dan/atau 
informasi yang melanggar hukum, baik dengan tujuan mencari 
keuntungan maupun tujuan lain (yang dilarang). 
Terbentuknya Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika 
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 ini tidak terlepas dari realitas 
yang ada bahwa telah terjadi banyak kasus yang merugikan mereka para 
Penyedia Platform atau Penyelenggara Sistem Elektronik dan Pedagang 
(Merchant) ataupun Internet intermediary dalam Transaksi Elektronik 
berupa perdagangan melalui sistem elektronik (electronic commerce) 
berbentuk User Generated Content. Selain itu, sesuai dengan aturan 
dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 para pelaku 
usaha memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan 
konsumen yang tidak beritikad baik. 
Pada tahun 2015 yang lalu Chef sekaligus Selebriti di Indonesia, 
Farah Quinn, merasa dirugikan atas dugaan penyalahgunaan hak cipta 




Modern House sebagai merchant serta PT.Giosis pemilik dari 
www.Q0010.co.id sebagai e-commerce yang sekaligus menjadi E-
Intermediary dari platform Q0010, dan melaporkannya ke Mabes Polri. 
Walaupun pada akhirnya berakhir dalam mediasi dengan dibayarnya ganti 
rugi oleh pihak terlapor kepada pelapor. 
Di tahun yang sama, forum online besar di Indonesia, Kaskus.co.id 
hampir dituntut oleh perusahaan raksasa dunia, Microsoft. Hal tersebut 
terjadi akibat dari banyaknya pengguna Kaskus yang menyebarluaskan 
produk palsu Microsoft di situs tersebut. Kasus tersebut pun berakhir 
dengan kesepakatan bahwa pihak Kaskus tidak lagi membiarkan 
penyebaran penjualan produk Microsoft dalam bentuk apapun, asli 
maupun palsu. 
Dari beberapa kasus yang terjadi, pihak penyedia platform serta 
Internet intermediary  dirugikan secara materil maupun moril akibat dari 
kesalahan yang sebenarnya tidak dilakukan oleh mereka. Hal inilah yang 
mendasari dikeluarkannya surat edaran tersebut. Adapun poin yang 
sangat penting dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika 
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 terkait kasus-kasus yang terjadi 
terletak pada Bagian (C) Angka (2) Huruf (a) dan (b) bahwa Tanggung 
Jawab Penyedia Platform UGC meliputi: 
a. Bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem elektronik 
dan pengelolaan konten di dalam Platform secara andal, 
aman dan bertanggung jawab. 
b. Ketentuan huruf (a) diatas tidak berlaku dalam hal dapat 
dibuktikan terjadinya kesalahan dan/atau kelalaian dari pihak 





Dengan demikian, tanggungjawab Penyedia Platform serta Internet 
Intermediary yang dijelaskan pada huruf (a) dapat dikesampingkan atau 
tidak berlaku jika konten yang dipersengketakan atau dianggap melanggar 
menurut undang-undang terbukti merupakan kesalahan ataupun kelalaian 
dari pihak pedagang (merchant) atau pengguna yang menggunakan jasa 
Internet Intermediary. 
Akan tetapi, dengan status dari Surat Edaran Menteri Komunikasi 
dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 hanya sebagai 
bagian dari peraturan kebijakan dimana surat edaran hanyalah suatu 
perintah atau penjelasan yang tidak berkekuatan hukum, tidak ada sanksi 
hukum bagi yang tidak mematuhinya dan ketegangan antar pelaku 
ekonomi dalam bertransaksi khususnya Internet Intermediary akan terus 
berlanjut oleh karena instrumen hukum yang kurang memadai. 
Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa 
terhadap Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik 
Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab 
Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui 
Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang Berbentuk User Generated 
Content tidak memenuhi atau belum dapat dijadikan sebagai jaminan 
kepastian hukum yang secara ideal seharusnya dimiliki oleh segenap 
bangsa pada umumnya dan Internet Intermediary pada khususnya. 




menteri tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tetap 
merugikan para Internet Intermediary. Sehingga, substansi yang terdapat 
di dalam surat edaran tersebut khususnya poin-poin yang melindungi hak 
Internet Intermediary sebagai pelaku usaha serta hak yang terdapat pada 
Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tidak berlaku dan 
belum terlaksana secara maksimal serta mewajibkan para Internet 
Intermediary tetap bertanggung jawab secara hukum atas segala bentuk 




















METODE PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA DALAM 
PELANGGARAN INTERNET INTERMEDIARY 
 
A. Tinjauan Pustaka 
1. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 
a. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual 
Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu 
benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari 
pekerjaan rasio manusia yang menalar dan hasil kerja emosional. Hasil 
kerja hati dalam bentuk abstrak yang dikenal dengan rasa perpaduan dari 
hasil kerja rasional dan emosional itu melahirkan sebuah karya yang 
disebut karya intelektual. Hasil kerjanya berupa benda immateriil. Benda 
tidak berwujud.37 
Adapun rumusan tentang HKI yang dikemukakan oleh W.R. 
Cornish,38 yaitu sebagai berikut: 
“Intellectual Property Rights protects applicants of ideas and 
informations that are of commercial value” 
 
Dari rumusan di atas, tampak bahwa lahirnya HKI pada awalnya 
berasal dari suatu ide yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Hasil yang 
nyata tersebut diberikan perlindungan hukum. Jadi, hakikat HKI adalah 
adanya suatu kreasi (creation). Kreasi ini mungkin dalam bidang kesenian 
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(art) atau dalam bidang industri ataupun dalam ilmu pengetahuan atau 
kombinasi antara ketiganya.39 
b. Sejarah Singkat Perkembangan Hak Kekayaan 
Intelektual 
 
Dalam peradaban manusia, perkembangan konsep HKI merupakan 
perjalanan yang relatif panjang. Ia tumbuh dan berkembang sejalan 
dengan peradaban manusia itu sendiri, sehingga masalah HKI sudah 
merupakan masalah kesehari-harian dan ada di hampir segala aspek 
kehidupan manusia mulai dari pulpen, peralatan dapur, kendaraan, 
televisi, jamu, sampai ke roket dan internet.40 
Berdasarkan catatan sejarah, teks undang-undang HKI tertua adalah 
UU Paten Venesia tahun 1474. Menurut Kamil Idris, terciptanya sistem 
HKI yang sistematis diilhami oleh invensi mesin ketik dan pres percetakan 
oleh Johannes Guttenberg pada sekitar tahun 1440.  Kemudian pada 
sekitar tahun 1516, terciptalah UU Hak Cipta pertama di Venesia, Italia, 
yang menjamin monopoli untuk mencetak selama 5 tahun. Pada sekitar 
tahun 1586, Raja Richard III dari Inggris, memberlakukan dekrit Star 
Chamber yang menentukan bahwa setiap buku memerlukan izin, dan 
setiap orang dilarang mencetak tanpa izin.41 
Di tahun 1624, Kerajaan Inggris mengundangkan UU Paten yang 
dikenal dengan nama “Monoploy Act” yang memperkenalkan konsep-
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konsep dasar yang mempengaruhi pemahaman tentang Paten di masa 
kini. Sedangkan di Perancis, dimulai dengan diberlakukannya ordonansi 
(peraturan) yang melindungi desain ornamental untuk industri tenun tekstil 
pada tahun 1711, tepatnya di kota Lyon. Kemudian, Perancis baru 
memberlakukan UU Paten pada tahun 1791 dan “Legislation Relating to 
Commercial Marks and Product Marks” pada tahun 1857.42  
Pada tanggal tanggal 20 Maret 1883, untuk pertama kalinya dalam 
sejarah, secara internasional disetujuinya “Paris Convention for Industrial 
Property”, yang pada saat penandatanganannya, hanya dilakukan oleh 11 
negara. Namun, ketika konvensi ini mulai berlaku terhitung tanggal 7 Juli 
1884, jumlah anggotanya bertambah menjadi 14 negara. Sejak 
ditandatangani pada tahun 1883, konvensi ini telah mengalami beberapa 
kali perubahan atau revisi. Dan revisi terakhir adalah pada tanggal 28 
September 1979.43 
Kemudian pada tanggal 9 September 1886, disepakatilah Berne 
Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. Konvensi ini 
merupakan konvensi internasional tertua di bidang hak cipta. 
Sebagaimana Konvensi Paris, Konvensi Berne ini juga telah mengalami 
beberapa revisi dan revisi yang terakhir juga pada tanggal 28 September 
1979.44 
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Baik Konvensi Paris maupun Konvensi Berne, keduanya 
mensyaratkan pembentukan suatu Union (perserikatan) lengkap dengan 
sekretariatnya masing-masing. Kedua Sekretariat Union tersebut berlokasi 
di Berne, dan berada di bawah pengawasan Pemerintahan Federal Swiss. 
Kemudian pada tahun 1893, kedua Sekretariat tersebut dilebur menjadi 
satu dengan nama Bureaux internationaux réunis pour la protection de la 
propriété intellectuelle (BIRPI), atau yang dalam bahasa inggrisnya The 
United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property 
(Biro Internasional untuk Perlindungan Kekayaan Intelektual). Kemudian 
pada tahun 1960, BIRPI pindah dari Berne ke Geneva. Ini dimaksudkan 
agar BIRPI lebih dekat lokasinya dengan kantor PBB dan organisasi 
internasional lainnya. Kemudian pada tahun 1967, BIRPI berubah menjadi 
WIPO sejak lahirnya Convention Establishing the World Intellectual 
Property Organization (WIPO). Dan terhitung sejak tanggal 17 Desember 
1974, WIPO resmi menjadi Badan Khusus PBB, yang khusus menangani 
masalah HKI.45 
Perkembangan HKI pada awal abad ke-20 ditandai dengan 
disepakatinya Hague Agreement Concerning the International Deposit of 
Industrial Designs pada tanggal 6 November 1925 dan diakuinya hak atas 
karya manusia sebagai salah satu bentuk HAM dalam Universal 
Declaration of Human Rights pada tahun 1948. Ketentuan serupa juga 
tertuang dalam Konferensi Negara-negara Islam dalam forum The 






Nineteenth Islamic Conference of Foreign Ministers yang diselenggarakan 
di Kairo, Mesir, pada Tanggal 31 Juli s.d. 5 Agustus 1990.46 
Dalam perkembangan selanjutnya, eksistensi perlindungan HKI 
semakin kuat dengan disepakatinya Agreement on Trade Related Aspects 
of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods 
(TRIPS Agreement) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Paket 
Persetujuan Pendirian World Trade Organization (WTO) yang 
ditandatangani di Marakesh, Maroko, tanggal 15 April 1994. Dan agar 
tidak terjadi tabrakan kepentingan antara WIPO dan WTO karena 
banyaknya ketentuan persetujuan TRIPS ini yang merujuk pada konvensi-
konvensi internasional yang dikelola oleh WIPO, maka pada tanggal 22 
Desember 1995 ditandatanganilah perjanjian antara kedua organisasi 
tersebut.47 
Secara historis, peraturan yang mengatur HKI di Indonesia, telah ada 
sejak Tahun 1840-an. Pada Tahun 1885, UU Merek mulai diberlakukan 
oleh pemerintah kolonial di Indonesia dan disusul dengan diberlakukannya 
UU Paten (Octrooiwet 1910). Dua tahun kemudian, UU Hak Cipta 
(Auteurswet 1912) juga diberlakukan di Indonesia. Untuk melengkapi 
Peraturan Perundang-Undangan tersebut, pemerintah kolonial Belanda di 
Indonesia memutuskan untuk menjadi anggota Konvensi Paris pada 
Tahun 1888 dan disusul dengan menjadi anggota Konvensi Berne pada 
tahun 1914. 








Pada zaman pendudukan Jepang, peraturan di bidang HKI tersebut 
tetap diberlakukan. Kebijakan pemberlakuan peraturan HKI produk 
Kolonial ini tetap dipertahankan saat Indonesia mencapai kemerdekaan 
pada Tahun 1945, kecuali Undang-Undang Paten (Octrooiwet). Adapun 
alasan tidak diberlakukannya Undang-Undang tersebut adalah karena 
salah satu pasalnya bertentangan dengan kedaulatan RI. Di samping itu 
Indonesia masih memerlukan teknologi untuk pembangunan 
perekonomian yang masih dalam taraf perkembangan.48 
Setelah Indonesia merdeka pemerintah Indonesia mengundangkan 
UU merek Tahun 1961 (UU No.21 Tahun 1961), yang disusul dengan UU 
Hak Cipta Nasional yang pertama pada tahun 1982 (UU No.6 Tahun 
1982). Setelah mengalami beberapa kali perubahan, UU HKI terkini dari 
ketiga cabang utama tersebut adalah UU Hak Cipta Tahun 2014 (UU 
No.28 Tahun 2014), UU Paten Tahun 2016 (UU No. 13 Tahun 2016) dan 
UU Merek Tahun 2016 (UU No. 20 Tahun 2016). Untuk melengkapi 
keberadaan UU HKI, pemerintah telah membuat 4 (empat) UU HKI 
lainnya, yaitu UU perlindungan Varietas Tanaman (UU No. 29 Tahun 
2000), UU Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000), UU Desain Industri 
(UU No. 31 Tahun 2000), dan UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU 
No. 32 Tahun 2000). 
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2. Hak Cipta 
a. Pengertian Hak Cipta 
Hak cipta adalah hak privat. Hak keperdataan yang melekat pada diri 
si pencipta. Pencipta boleh pribadi, kelompok orang, badan hukum publik 
atau badan hukum privat. Hak cipta lahir atas kreasi pencipta. Kreasi yang 
muncul dari “olah pikir” dan “olah hati”. Atau dalam terminologi 
antropologi, hak yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. Oleh 
karena itu, hak cipta haruslah benar-benar lahir dari kreativitas manusia, 
bukan yang telah ada di luar aktivitas atau diluar hasil kreativitas 
manusia.49 
Kreativitas dan aktivitas manusia menjadi kata kunci dalam kelahiran 
atau kemunculan hak cipta. Itu jugalah sebabnya hak cipta itu disebut 
sebagai hak eksklusif (exlusive rights). Hanya manusia yang melakukan 
“olah otak” dan “olah hati” yang dapat melahirkan hak cipta. Hasil olah 
otak dan olah hati itu berupa benda tidak berwujud meliputi: ilmu 
pengetahuan, seni dan sastra. Ilmu pengetahuan, seni dan sastra itu tidak 
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b. Hak-Hak yang Terkandung dalam Hak Cipta 
Ada 2 (dua) hak yang tercakup dalam hak cipta, yaitu: hak moral dan 
hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang harus tetap dilekatkan secara 
abadi pada hasil ciptaan yang dilahirkan oleh pencipta sedangkan hak 
ekonomi adalah hak yang memberi manfaat ekonomi kepada pencipta.50 
Hak cipta merupakan hak ekslusif yang terdiri atas hak moral dan 
hak ekonomi.51 Yang dimakasud dengan “hak ekslusif” adalah hak yang 
hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang 
dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak 
Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif 
berupa hak ekonomi.52 
Adapun menurut Budi Agus Riswandi,53 hak ekonomi merupakan hak 
untuk mengeksploitasi yaitu hak untuk mengumumkan dan 
memperbanyak suatu Ciptaan, sedangkan hak moral merupakan hak 
yang berisi larangan untuk melakukan perubahan terhadap isi Ciptaan, 
judul Ciptaan, nama Pencipta, dan Ciptaan itu sendiri. 
Rumusan tentang hak moral ialah hak yang melekat secara abadi 
pada diri Pencipta untuk: 54 
3. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada 
salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; 
                                         
50
Ibid.,  hlm. 222. 
51
 Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. 
52
 Lihat Penjelasan Pasal 4. 
53
 Budi Agus Riswandi, 2009, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya HU, Jakarta: 
Rajawali Pers, hlm. 187. 
54




4. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya; 
5. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam 
masyarakat; 
6. Mengubah judul dan anak judul Ciptaannya; dan 
7. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi 
Ciptaan, Modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan 
kehormatan diri atau reputasinya. 
c. Ruang Lingkup Hak Cipta 
Lingkup hak cipta yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2014 meliputi karya dalam bidang ilmu pengetahuan, 
seni dan sastra, terdiri atas:55 
1. Buku, Pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua 
hasil karya tulis lainnya; 
2. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya; 
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 
pengetahuan; 
4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; 
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan 
pantomim; 
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, 
ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; 
7. Karya seni terapan; 
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8. Karya arsitektur; 
9. Peta; 
10. Karya seni batik atau seni motif lainnya; 
11. Karya fotografi; 
12. Potret; 
13. Karya sinematografi; 
14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, 
aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; 
15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi 
ekspresi budaya tradisional; 
16. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca 
dengan Program Komputer maupun media lainnya; 
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut 
merupakan karya yang asli; 
18. Permainan video; dan 
19. Program Komputer.  
d. Penyelesaian Sengketa Perdata atas Hak Cipta 
Dalam Undang-Undang Hak Cipta, penyelesaian sengketa atas hak 
cipta diatur atas 3 cara, yaitu:
56
 
1. Alternatif atau mediasi. 
2. Arbitrase. 
3. Pengadilan. 
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Adapun pengadilan perdata yang berwenang dalam arti memiliki 
kompetensi mutlak dalam perkara ini adalah Pengadilan Niaga.57 
Pengadilan lain, selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani 
penyelesaian sengketa hak cipta.58 
Sengketa terhadap hak cipta adalah sengketa terhadap harta 
kekayaan yang dalam terminologi hak cipta disebut sebagai economic 
rights atau hak ekonomi. Sengketa-sengketa itu tidak hanya berpangkal 
pada adanya perbuatan melawan hukum yang menyebabkan 
menimbulkan kerugian kepada pencipta ataupun penerima hak yang 
dilakukan oleh pihak lain maupun adanya perbuatan wanprestasi sebagai 
akibat dari pelanggaran klausul-klausul yang termuat dalam perjanjian 
lisensi. Kedua, bentuk perbuatan hukum itu secara umum diatur di dalam 
Buku III KUHPerdata, yakni perbuatan yang dikategorikan sebagai:59 
1. Onrechtmatigdaad 
2. Wanprestasi 
Secara teoritis, kata “ganti rugi” menunjukkan pada satu peristiwa, di 
mana ada seseorang yang menderita kerugian di satu pihak, dan di pihak 
lain ada orang yang dibebankan kewajiban untuk mengganti atas kerugian 
yang diderita orang lain tersebut karena perbuatannya.
60
 
Peristiwa ganti rugi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, 
melainkan ada kaitan dengan peristiwa sebelumnya. Dalam terminologi 
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hukum perdata, peristiwa yang mendahulinya itulah yang perlu 
diungkapkan. Antara peristiwa dan pelaku peristiwa serta orang yang 
menderita kerugian mempunyai hubungan, mempunyai keterkaitan.61 
Tidaklah kita dapat meminta ganti rugi, kepada orang yang tidak ada 
sangkut pautnya dengan peristiwa yang menyebabkan timbulnya kerugian 
tersebut. Jadi, antara orang yang menderita kerugian dengan orang yang 
membuat peristiwa kerugian itu harus ada hubungan, hubungan itu 
disebut perikatan.62 
Ganti rugi timbul karena adanya perbuatan melawan hukum (bukan 
karena wanprestasi). Oleh karena itu, untuk mengajukan gugatan ganti 
rugi haruslah dipenuhi terlebih dahulu unsur perbuatan melawan hukum 
yaitu:63  
1. Adanya orang yang melakukan kesalahan.  
2. Kesalahan itu menyebabkan orang lain menderita kerugian. 
3. Pelaku Usaha 
Istilah produsen berasal dari bahasa Belanda yakni producent dan 
dalam bahasa Inggris, producer artinya adalah penghasil.64 Produsen 
sering diartikan sebagi pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. 
Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir 
dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam 
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penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.65 
Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak 
pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang 
terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan 
konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak 
menggunakan istilah produsen melainkan menggunakan istilah pelaku 
usaha. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa: 
“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau 
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun 
bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik 
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui 
perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai 
ekonomi.” 
 
Pada penjelasan terhadap pasal tersebut, yang termasuk dalam 
pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN), koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.66 Dengan 
demikian, pelaku usaha yang dimaksudkan dalam Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen sama dengan cakupan produsen yang dikenal di 
Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan atau badan hukum. 
Namun dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidak mencakup eksportir 
atau pelaku usaha yang berada di luar negeri, karena Undang-Undang 
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Perlindungan Konsumen membatasi pengertian pelaku usaha tersebut 
pada orang perorangan atau badan usaha, baik badan usaha yang 
berbentuk badan hukum maupun bukan berbentuk badan hukum maupun 
bukan berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 
melakukan kegiatan usahanya wilayah Negara Indonesia.67 
Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan sangat 
memudahkan konsumen untuk menuntut ganti kerugian. Konsumen yang 
dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam 
menemukan kepada siapa tuntutan diajukan karena banyak pihak yang 
dapat digugat, namun akan lebih baik lagi seandainya Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen memberikan rincian sebagaimana dalam Product 
Liability Directive yang selanjutnya disebut sebagai Directive. Pasal 3 
Directive ditentukan bahwa:68  
1. Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan 
mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang 
yang memasang nama, mereknya atau suatu tanda pembedaan 
yang lain pada produk, menjadikan dirinya sebagai produsen; 
2. Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang 
yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau 
untuk leasing, atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha 
peredarannya dalam masyarakat Eropa, akan dipandang sebagai 
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produsen dalam arti Directive ini, dan akan bertanggung gugat 
sebagai produsen; 
3. Dalam hal produsen suatu produk tidak dikenal identitasnya, maka 
setiap leveransir/supplier akan bertanggung gugat sebagai 
produsen, kecuali ia memberitahukan orang yang menderita 
kerugian dalam waktu yang tidak terlalu lama mengenai identitas 
produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya. Hal 
yang sama akan berlaku dalam kasus barang/produk yang diimpor, 
jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas impor 
sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (2), sedangkan nama 
produsen dicantumkan. 
Istilah pelaku usaha adalah istilah yang digunakan oleh pembuat 
undang-undang yang pada umumnya lebih dikenal dengan istilah 
pengusaha. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyebut empat 
kelompok besar kalangan pelaku ekonomi tiga di antaranya termasuk 
kelompok pengusaha atau pelaku usaha baik privat maupun publik. Ketiga 
kelompok pelaku usaha tersebut adalah sebagai berikut:69 
1. Kalangan investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk 
membiayai berbagai kepentingan, seperti perbankan, usaha 
leasing, tengkulak, penyedia dana lainnya dan sebagainya; 
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2. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang 
dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa-jasa lain (bahan 
baku, bahan tambahan/penolong, dan bahan-bahan lainnya). 
Mereka terdiri atas orang/badan usaha berkaitan dengan pangan, 
orang/badan yang memproduksi sandang, orang/usaha yang 
berkaitan dengan pembuatan perumahan, orang/usaha yang 
berkaitan dengan jasa angkutan, perasuransian, perbankan, 
orang/usaha yang berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan, 
narkotika, dan sebagainya; 
3. Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau 
memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada 
masyarakat, seperti pedagang secara retail, pedagang kaki lima, 
warung, toko, supermarket, hypermarket, rumah sakit, klinik, 
warung dokter, usaha angkutan (darat, laut, udara), kantor 
pengacara, dan sebagainya. 
Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak 
yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian 
yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, 
sama seperti seorang produsen.
70
 Meskipun demikian konsumen dan 
pelaku usaha ibarat sekeping mata uang dengan dua sisinya yang 
berbeda.71 Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi 
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bahwa penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, 
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 
badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan dan 
keamanan negara.72 
a. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 
Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen, pelaku usaha mempunyai hak sebagai berikut: 
1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa 
yang diperdagangkan; 
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen 
yang tidak beritikad baik; 
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 
penyelesaian hukum sengketa konsumen; 
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau 
jasa yang diperdagangkan; 
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya. 
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Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya mengatur hak 
pelaku usaha saja, tetapi juga mengatur mengenai kewajiban pelaku 
usaha. Berdasarkan Pasal 7, kewajiban pelaku usaha, yaitu: 
1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 
serta tidak diskriminatif; 
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang/atau 
jasa yang berlaku; 
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 
dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang 
diperdagangkan; 
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas 
kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang 
dan/atau jasa yang diperdagangkan; 
Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku 
usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, 




transaksi pembelian barang dan/atau jasa.73 Hal ini menunjukkan bahwa 
itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua 
tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan 
bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang 
dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya 
konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi 
pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena 
kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang 
dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi 
konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada 
saat melakukan transaksi dengan produsen.74 
b. Tanggung Jawab Pelaku Usaha 
Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
Tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha mempunyai tanggung 
jawab apabila telah mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang telah 
menggunakan produk dari pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha 
yaitu: 
1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas 
kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian akibat mengkonsumsi 
barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan; 
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa 
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang 
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sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau 
pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) 
hari setelah tanggal transaksi; 
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat 
(2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana 
berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur 
kesalahan; 
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak 
berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan 
tersebut merupakan kesalahan konsumen. 
Memerhatikan substansi Pasal 19 Ayat (1) dapat diketahui bahwa 
tanggung jawab pelaku usaha, meliputi:75 
1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan; 
2. Tanggung jawab kerugian atas pencemaran; 
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4. Pedagang Perantara 
Pada mulanya kegiatan marketing hanya dianggap kegiatan komersil 
semata yang meliputi pembelian, penjualan dan pergudanagan. Akan 
tetapi, dalam pengertian yang lebih luas marketing tidak semata dalam 
kegiatan komersial, tetapi juga meliputi dalam bidang analisis aktivitas 
badan usaha dalam rangka menggerakkan barang dan jasa dari produsen 
ke konsumen.76 
Tugas utama pedagang perantara adalah menghubungkan produsen 
dan konsumen. Berkaitan dengan tugas dari pedagang perantara, menarik 
disimak apa yang dikemukakan oleh M. Manulang,77 yakni, “salah satu 
kegiatan penting dalam setiap perusahaan, di samping produksi dan 
pembelanjaan adalah marketing.” 
 
Untuk membakukan lembaga ini, pemerintah melalui Menteri 
Perindustrian dan Perdagangan menerbitkan Keputusan Menteri 
Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPM/Kep/1998 tentang 
Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan tanggal 21 Januari 1998. Dalam 
keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini digunakan istilah 
lembaga perdagangan.78 
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Yang dimaksud dengan lembaga perdagangan dalam Pasal 1 Butir 3 
adalah:79 
“Lembaga perdagangan adalah suatu instansi/badan yang 
dapat berbentuk perorangan atau badan usaha, baik sebagai 
eksportir, importir, pedagang besar, pedagang pengecer, 
ataupun lembaga-lembaga perdagangan lain yang sejenis, 
yang di dalam tatanan pemasaran barang dan atau/jasa, 
melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memindahkan 
barang dan/atau jasa, baik langsung maupun tidak langsung 
dari produsen sampai pada konsumen.” 
 
Sedangkan yang dimaksud dengan perdagangan dan pedagang 
dirumuskan dalam Pasal 1 Butir 1 dan 2 sebagai berikut:80 
“Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa 
yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan 
pengalihan hak atas barang dan/atau dengan disertai imbalan 
atau kompensasi.” 
 
“Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang 
melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus-
menerus dengan tujuan memperoleh laba.” 
 
Mencermati peran pedagang perantara dalam memasarkan produk 
barang dan ataupun jasa, cukup penting. Untuk itu bagi pengusaha yang 
jeli melihat kondisi tersebut, keberadaan pedagang perantara ini pun 
dioptimalkan fungsinya, apakah ia diajadikan sebagai suatu divisi 
tersendiri atau didirikan suatu perusahaan baru. Demikian juga halnya 
bagi masyarakat yang mempunyai naluri bisnis, melihat arti pentingnya 
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peran perantara sebagai jembatan antara produsen dan konsumen, maka 
peluang itu dijadikan peluang untuk mendirikan perusahaan.81 
B. Analisis 
1. Hubungan Hukum Antara Internet Intermediary dengan 
Pengguna Layanan yang Melanggar Hak Cipta dan Pencipta 
yang Dirugikan 
 
Dalam beberapa kasus yang terjadi terkait tanggung jawab Penyedia 
Platform dan Internet Intermediary, pihak yang merasa dirugikan yaitu 
Pencipta dalam hal pelanggaran Hak Cipta turut menyertakan Internet 
Intermediary sebagai pihak yang juga merugikannya, sementara informasi 
tersebut nyatanya berasal dari Pengguna Internet Intermediary itu sendiri.  
Salah satu dari tiga kelompok besar kalangan pelaku ekonomi yaitu 
distributor. Tugas distributor adalah menyalurkan produk dan/atau jasa. 
Kemudian dari konsep tersebut hadirlah sebuah objek baru yang disebut 
sebagai pedagang perantara. Pedagang perantara yang sebagian besar 
proses usahanya dijalankan dengan melaksanakan pemasaran barang 
dan/atau jasa dari produsen kepada konsumen. 
Internet Intermediary sebagai pedagang perantara mengerjakan 
segala proses pemasarannya melalui media elektronik dalam hal ini 
internet. Internet Intermediary akan menerima permintaan dari 
penggunanya untuk memasarkan produk yang ingin dipasarkan melalui 
Internet Intermediary tadi. Sehingga, menimbulkan hubungan hukum 
antara Internet Intermediary itu sendiri dengan pengguna yang memakai 
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jasa layanan tersebut dengan ketentuan yang telah diatur bersama dalam 
bentuk suatu perjanjian. Perjanjian tersebut bisa dilakukan secara tertulis 
dan lisan yang disepakati oleh pihak yang bersangkutan dan terciptalah 
sebuah perikatan antara pihak Internet Intermediary dengan pengguna 
jasa layanan tersebut. 
Kemudian, hubungan hukum antara Pengguna Jasa Layanan 
Internet Intermediary yang melakukan pelanggaran hak cipta dengan 
pencipta yang haknya dilanggar adalah perikatan yang timbul karena 
undang-undang.82 Seperti yang diketahui bahwa peraturan perundangan 
dapat menjadi sumber perikatan. Adapun hal yang menjadikan suatu 
perundangan dijadikan sebagai sumber perikatan yang dimaksud ialah 
ketika terdapat perikatan yang lahir dari perbuatan melawan hukum atau 
perbuatan melanggar hukum. Sehingga, walaupun antara Pengguna Jasa 
Layanan Internet Intermediary yang melakukan pelanggaran hak cipta 
dengan pencipta tidak pernah bertemu untuk membuat sebuah perikatan, 
lalu terjadi perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum 
oleh Pengguna Jasa Layanan Internet Intermediary tadi, maka peraturan 
perundanganlah yang secara otomatis menjadi sumber perikatan 
keduanya. Dengan kata lain, peraturan perundanganlah yang 
menimbulkan hubungan hukum tersebut diantara keduanya. 
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Diatur dalam KUHPer Pasal 1365 yang menjelaskan bahwa suatu 
perbuatan melawan hukum harus dipenuhi beberapa unsur didalamnya, 
yaitu:83 
1. Perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang melanggar hukum. 
Dalam artian bahwa tidak hanya melanggar peraturan perundang-
undangan yang ada tetapi juga melanggar kesusilaan dan 
kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. 
2. Perbuatan tersebut membawa kerugian terhadap orang lain. 
3. Adanya unsur kesalahan dalam perbuatan yang merugikan 
tersebut. 
Adapun syarat kesalahan merupakan unsur mutlak berlakunya 
ketentuan Pasal 1365 KUHPer tidak ditemukan maka berlakulah 
ketentuan Pasal 1366 KUHPer:84 
“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian 
yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian 
yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.” 
 
Permasalahan yang hadir kemudian bahwa ternyata konten yang 
diberikan oleh pengguna jasa layanan Internet Intermediary kepada pihak 
Internet Intermediary mengandung materi pelanggaran hak cipta atas 
sebuah ciptaan. Sehingga, menimbulkan hubungan hukum antara pihak 
Internet Intermediary dengan pihak pencipta yang dirugikan. Sesuai 
dengan Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta,85 dimana Internet 
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Intermediary bisa juga dikatakan sebagai tempat perdagangan maka 
bertanggung jawab atas konten yang melanggar hak cipta oleh pengguna 
jasa layanannya. Hubungan tersebut berupa perikatan yang juga timbul 
sesuai Pasal 1352 KUHPer atas Pasal 1365 dan Pasal 1355 KUHPer. 
2. Penyelesaian Sengketa Perdata atas Hak Cipta pada Internet 
Intermediary 
 
Bentuk sengketa terkait dengan Hak Cipta antara lain, sengketa 
berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian Lisensi, sengketa mengenai 
tarif dalam penarikan imbalan atau Royalti.86 
Dalam kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna 
jasa layanan Internet Intermediary, hal yang dilakukan oleh pihak pencipta 
yang merasa dirugikan adalah permohonan ganti rugi melalui mediasi. Hal 
tersebut sesuai dengan Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang Hak cipta, 
yaitu:87 
“Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam 
bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa 
diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu 
penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan 
tuntutan pidana.” 
Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa sangat 
dikedepankan sebelum melakukan penyelesaian sengketa melalui 
arbitrase atau tuntutan ke pengadilan yang memiliki kewenangan 
menangani sengketa perdata atas hak cipta dalam hal ini Pengadilan 
Niaga agar dapat diselesaikan secara cepat, sederhana dan biaya ringan 
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sesuai dengan asas peradilan yang dianut sistem peradilan perdata 
Indonesia.88 Melalui mediasi tersebut dapat disepakati hal-hal yang perlu 
dijadikan sebagai poin-poin penyelesaian sengketa tidak terkecuali jumlah 
ganti rugi yang dimohonkan. 
Membayar ganti kerugian adalah merupakan kewajiban. Kewajiban 
itu dapat timbul karena ada perikatan yang bersumber dari undang-
undang atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.89 Walaupun 
tidak ada pertemuan atau perjanjian yang dilakukan secara langsung, 
akan tetapi karena undang-undanglah yang melahirkan sebuah perikatan. 
Undang-undanglah yang menimbulkan perikatan itu. Karena itu 
pemenuhan kewajiban atas perintah undang-undang, bukan karena 
perjanjian. Akan tetapi perjanjian yang dibuat secara sah oleh pihak akan 
mengikat sama kuatnya seperti undang-undang juga. Terminologi ganti 
rugi itu dapat dirujuk berdasarkan ketentuan 1365 KUHPer yang lazim 
disebut dengan peristiwa perbuatan melawan hukum atau 
onrechtmatigedaad.90 
Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa 
selama belum ada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta 
berkekuatan hukum tetap, Internet Intermediary tetap harus memenuhi 
kewajibannya sebagai pelaku usaha untuk membayarkan kewajiban ganti 
rugi atas pelanggaran yang terjadi di platform miliknya. Walaupun 
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pelanggaran yang dimaksud dalam hal ini pelanggaran hak cipta 
merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pengguna jasa layanannya 
dan tidak dilakukan secara langsung oleh pihak Internet Intermediary itu 
sendiri. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dan 114 Undang-
Undang Hak Cipta, karena Surat Edaran Menteri Komunikasi dan 
Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tidak dapat 
melindungi Internet Intermediary yang dimana sifatnya tidak lebih kuat 


















Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis 
uraikan di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dalam praktik ketatanegaraan Surat Edaran dalam hal ini Surat 
Edaran Menteri tidak diakui secara hierarki dalam peraturan 
perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Bahkan, tidak 
dapat diletakkan di bawah UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, 
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah 
Daerah Provinsi, dan Peraturan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota karena hanya dianggap sebagai peraturan 
kebijakan yang tidak mengikat umum dan tidak memiliki kekuatan 
hukum yang tetap. Kemudian, pembentukannya tidak didasarkan 
pada ketentuan yang tegas-tegas diperintahkan Undang-Undang 
Dasar atau Undang-Undang, asas-asas pembatasan dan pengujian 
terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan 
pada peraturan kebijakan, peraturan kebijaksanaan dibuat 
berdasarkan freis ermessen dan ketiadaan wewenang administrasi 
bersangkutan membuat peraturan perundang-undangan. Di 
samping itu, substansi yang terdapat di dalam surat edaran 




masyarakat mengenai perlindungan hak dari pelaku usaha di 
bidang penyedia Platform khususnya pada Bagian (C) Angka (2) 
Huruf (b) yang menegaskan bahwa penyedia Platform dalam hal ini 
Internet Intermediary tidak memiliki kewajiban untuk 
mempertanggung jawabkan kesalahan dan/atau kelalaian yang 
dilakukan oleh para penggunanya sebagaimana juga telah 
disebutkan dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa pelaku usaha 
berhak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan 
konsumen yang tidak beritikad baik. Berdasarkan hal tersebut, 
sudah sangat jelas bahwa Surat Edaran Menteri Komunikasi dan 
Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang 
(Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic 
Commerce) yang Berbentuk User Generated Content sangat tidak 
bisa dikatakan sebagai instrumen hukum yang memadai untuk 
menjamin kepastian hukum dalam hal pembatasan tanggung jawab 
Penyedia Jasa Layanan Digital melalui Internet yang Bertindak 
sebagai Internet Intermediary. Sehingga, Pasal 6 Ayat (2) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
tidak berlaku secara maksimal bagi para penyedia Platform 




2. Penyelesaian Sengketa Perdata atas Hak Cipta yang terjadi melalui 
Internet Intermediary, sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku dapat diselesaikan melalui 3 cara yaitu: 
alternatif penyelesaian sengketa dalam hal ini mediasi, kemudian 
arbitrase dan terakhir melalui proses peradilan yang dimana 
pengadilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa perdata 
atas Hak Cipta oleh Pengadilan Niaga. Internet Intermediary masih 
tetap dianggap harus melaksanakan kewajiban ganti rugi atas 
pelanggaran yang terjadi di platform miliknya oleh pengguna jasa 
layanan Internet Intermediary itu sendiri, selama belum adanya 
ketentuan perundang-undangan yang lebih memiliki kuatan hukum 
yang jelas dibandingkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan 
Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang 
(Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic 












Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis merumuskan 
saran sebagai berikut: 
1. Munculnya beberapa kasus yang yang menyangkut tanggung 
jawab Penyedia Jasa Layanan Digital melalui Internet yang 
Bertindak sebagai Internet Intermediary, dimana kebanyakan dari 
kasus tersebut merugikan pihak penyedia platform ataupun Internet 
Intermediary, seharusnya bisa menjadi bahan pertimbangan 
pemerintah dalam hal merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan 
memasukkan materi muatan ataupun substansi mengenai Batasan 
dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) 
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) 
yang Berbentuk User Generated Content, sesuai dengan yang ada 
pada Surat Edaran tersebut agar dapat menjadi instrumen hukum 
yang menjamin kepastian hukum para pengusaha yang bergerak di 
bidang Internet Intermediary, Penyedia Platform, Merchant melalui 
Electronic Commerce (e-commerce). Dengan demikian, Pasal 6 
Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen dapat berlaku secara maksimal. 
2. Dengan maraknya pelanggaran hak cipta yang dilakukan di 




melalui jaringan Internet. Sehingga tugas pemerintah sebagai 
pelindung kepentingan rakyat bisa terpenuhi dengan baik. Selain 
itu, selama belum terbentuknya aturan atau instrumen hukum yang 
jelas dan berkekuatan hukum lebih kuat, para pelaku usaha yang 
bergerak di bidang Internet Intermediary, Penyedia Platform, 
Merchant perdagangan melalui sistem Elektronik (Electronic 
Commerce) yang berbentuk User Generated Content seharusnya 
dapat lebih berhati-hati dalam menghimpun informasi yang 
diberikan ataupun diperoleh dari para pengguna yang memakai 
jasa layanan serta dapat memberikan kualifikasi yang lebih ketat 
dalam hal persyaratan yang dipebolehkan untuk dapat dijadikan 
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